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' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMOR 23 TAHUN2020

. TENTANG ‘
PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLEVE ADMINDUK) :
KABUPATEN KARANGANYAR :

DENGAN RAHMAT TUHAANVYANG MAHA ESA
' BUPATI KARANGANYAR,

~ Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
o Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan ‘Administrasi
Kependudukan secara Daring diperlukan inovasi pelayanan
dokumen kependudukan secara lengkap dan terintegrasi
melalui  sistem online untuk mempercepat dan
mempermudah pelayanan dokumen kependudukan dan
untuk meningkatkan tertib adrmmstram kependudukan d1 ,
Kabupaten Karanganyar; ' ‘

~ b. bahwa berdasarkan pertunbangan sebagaimana d1maksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
_ : Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk). :
‘Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
R " Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Llngkungan
Provinsi Jawa Tengah;

(Lembaran Ncgara Repubhk Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun . 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoncsxa Nomor S
- e401); | | e
3. Undang-Undang - Nomor _Tahun 2006 tentang R
- - Administrasi Kepcndudukan (Lembaran ‘Negara "Republik -
Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah .
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 .
tentang - Perubahan .- atas Undang-Undang .
- Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
262, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesxa Nomor
5475L |



. Undang-Undang ,Ndmor llTahun 2’0'08: teﬁtang Informasi
‘dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2008 Nomor ' 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah‘ .

diubah dcngan Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang. ~  Perubahan ‘atas Undang-Undang

‘Nomor ' 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
" Elektronik (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Nega;a',_.}
Republik Indonesia Nomor 5952); o B

. 'Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan B

Publik - (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm |
. Nomor 5038);

Undang-Undang ~ Nomor - 2’3" Tahun 2014 tentang

‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagalmana telah diubah

B beberapa = kali . terakhir dengan . Undang-Undang

‘Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang

‘ -Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a

‘Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara’ -
’ Repubhk Indonesia Nomor S5679); ’
. _Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nega.ra

. Republlk Indonesia Nomor 560 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun v 1975 tentang v
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

 Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang. -

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indone51a ‘Tahun 2012 Nomor 189,

~ Tambahan Lembaran ' Negara Republlk Indonesw. v

10.

11.

Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 20 12 tentang o
" Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang -

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

" Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5357); -

Peraturan Pemerintah Nomor 40. Tahun 2019 tentang
~ Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
~ Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang =~ Perubahan = atas = Undang-Undang



* Nomor 23 Tahun 2006 (I;embarar'x' ‘Négara Republik Indonesia

12,

13,

‘Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475 tentang Administrasi

Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik '
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6354); .
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang o
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan = Sipil (Lembaran Nega.ra Repubhk Indone31a
Tahun 2018 Nomor 184); : '
Peraturan  Menteri- Komumka& - dan Informatlka

- Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi

S 14
15,

16.

- 17.

- Elektronik (Berita Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2018

Nomor 1238); .
Peraturan Menteri Dalam. Negen Nomor 7 Tahun 2019, '

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara

Daring (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun 2019

Nomor 152); :
Peraturan ‘Menteri Dalam Negen Nomor 95 'I‘ahun 2019
tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita

‘Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2019 Nomor 1478); ,
~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang ' Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data

Kependudukan (Benta Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1611); B » -
Peraturan Daerah Kabupaten ‘ Karanganyar _
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi

E Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan
~ Peraturan Daera_h - Kabupaten Karanganyar ‘
- Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011

. tentang ’Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tehun 2014

18,
- Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

- Nomor 12);

Peraturan Daerah : Kabupaten. . Karanganyar. v

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,

"  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 67); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019

 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 ‘tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

- (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 22)



_Peraruran ‘Bupati. Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016"7
tentang Kedudukan, Susunan Orgamsam, Tugas dan Fung31, .

" serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

~ (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 .

Nomor 93); -

Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang O
: Petunjuk Pelaksanaan Penye_lenggaraan - Administrasi =
 Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar =

- Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
‘ Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan R

atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang -
~ Petunjuk  Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Administrasi
o Kependudukan (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar o
* Tahun 2019 Nomor 82) ST | | P

MEMUTUSKAN

Menetapkan 'PERATURAN BUPATI TENTANG PAKET LAYANAN KOMPLIT'

(PAKLAY ONLINE ADMINDUK) KABUPA’I‘EN KARANGANYAR

B BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

R Dalam Peraturan Bupatl ini, yang dlmaksud dengan

1.
2
3.

»Dae;ah adalah Kabupaten Karanganyar
" Bupati ada_lah Bupatl Karanganyar

- Perangkat Daerah adalah unsur | pembantu Bupat1 dan' -
: '_"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemermtahan yang rnenjadl kewenangan Daerah.

- Dmas adalah - Dmas Kependudukan dan Pencatatan vapxlll
Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan urusan o
~ Administrasi Kependudukan. '

' Data Kependudukan adalah data pcrseora.ngan dan / atau

~ data agregat yang terstruktur sebagai hasﬂ dari keglatan
. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. =~

. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang

diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum

sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari peiayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. -

: Admlnlstra81 chcndudukan ‘adalah = rangkaian kegiatan =
' penataan dan pénertiban dalam penerbitan dokumen dan =
Data Kependudukan melalui Pendaftaran ~ Penduduk, =
'Pencatatan Sipil, - pengelolaan informasi Adm1mstras1 e

‘Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk N
o 'v pelayanan pubhk dan pembangunan sektor lam C



8. ’;,_"Adm1n1stra81 Kependudukan Secara Danng/ Onhne adalah ‘i e
- rangkaian keglatan penataan ‘dan - penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan berbams SR o
. elektronik melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, =
~ pengelolaan 1nforma31 Admlnlstra31 Kependudukan, serta
o pendayagunaan hasﬂnya untuk pelayanan pubhk dan L
' pembangunan sektor lain. SR
»_.'CvPelayanan Adrmmstrasa Kependudukan Danng/Onlme’,'.ig‘f'
S ‘adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang
. pengiriman’ data/ berkas persyaratannya dilakukan dengan -
- media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan AR
fasilitas teknologl, komun1kas1 dan 1nformas1 : S
- 10. Sistem -Informasi Adrmmstrasx Kependudukan yang
o V‘.»selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi ‘yang
 memanfaatkan teknolog1 mformam dan komumkam untuk

‘,‘memfasﬂltasx pengelolaan mformasx : Adxmmstras{ :

a.

. Kependudukan di tlngkat Penyelcnggara dan Dmas sebagalh
- satu kesatuan. R
‘11, Database adalah kumpulan berbaga1 jems data el
kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur =
" dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat o
b lunak perangkat keras, dan j Jarmgan komunikasi data.” U
12, ,'_‘vNornor Induk Kependudukan yang selanjutnya dlsmgkat NIK DAV
L . adalah nomor -identitas Penduduk ~yang ‘bersifat - unik atau - . o B
" khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftarf e
S sebagal Pcnduduk Indonesm o IR
. Kartu Tanda Penduduk Elektromk yang selanjutnyaf.s .
o _,dlsmgkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang
o dﬂengkap1 keping yang merupakan identitas resmi penduduk'f- S
"::ff f sebagal bukti diri yang dlterbukan oleh Instansx Pelaksana e
. Inovas: adalah pengembangan dan 1mp1ementa31 gagasan* -
" gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang -
- dilakukan dengan berbageu aktmtas transaksx d1 dalam
tatanan orgamsasx tcrtentu SRR : I

» ) L _ ' B AB II .
MAKSUD DAN TUJUAN PAKET LAYANAN KOMPLIT

o Paket Layanan Kornpht (Paklay Onlme Admmduk) bertu_]uan

mernpercepat pclayanan scmua Dokumen Kependudukan

b mempermudah prosedur dan mekamsme pelayanan semua
Dokumen Kependudukan ' Lo



- vtﬁencega.h‘ - adanye‘i" pungutan liar dalarh pengﬁrﬁsan

Dokumen Kependudukan; , : .
mencegah adanya calo dalam pengurusan Dokumen
Kependudukan; dan -

melaksanakan pelayanan pnma yang bertuguan untuk
memudahkan masyarakat memiliki - Dokumen

| Kependudukan.

. BAB III
DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG DILAYANI

Pasal 3

" Pelayanan Dokumen Kependudukan secara online terdiri dari :

a.

b

pelayanan Dokumen Kependudukan tunggal; dan
pelayanan Dokumen Kependudukan paket.

Pasal 4

" Pelayanan Dokumen Kependudukan tunggal ”Sebagaimaixa
- tersebut Pasal 3 huruf a, terdiri dari :

BB R D@ r*wfb;?-p‘p'?

. a.

akta kelahiran;
akta kematian;

- akta perkawinan;

akta perceraian;

akta pengesahan anak;

akta pengakuan anak;

kartu keluarga; '

KTP—el

kartu 1dent1tas anak (KIA},

perubahan data kependudukaﬁ;

pendataan penduduk rentan;

perubahan status kewargancgaraan, v »
penghapusan data karena meninggal dunia dan ganda, dan
update NIK / konsolidasi manual NIK.

Pasal 5

- Pelayanan Dokumen Kependudukan paket sebagalmana tersebut
' dalam Pasal 3 huruf b, terdiridari:

pelayanan paket akta kelahxran (Three tn One) ©
1. Akta Kelahiran;

2. Kartu Keluarga, dan

3. Kartu Identitas Anak.



(1)

(2)

pe]ayanan paket pindah (Szmpaa)

1. Pindah Datang;

2. Kartu Kel‘uarga,v dan
3. KTP-el.

pelayanan paket akta kelahiran melalm bidan/rumah sakit
(E-Lahir) :

1. Akta Kelahxran,
2. Kartu Keluarga; dan
3. Kartu Identitas Anak (KIA).

pelayanan paket akta kematian sebelum pemakaman melalui
kepala  seksi tata  pemerintahan desa/Kelurahan
(E-Sempurna) : | | |

1. Akta Kematian;

2. Kartu Keluarga; dan

3. KTP-el
pelayanan paket akta perkamnan Pitu dadi Syx (PAK TUJD:
1. 2 (dua) Akta Perkawinan;

2. 3 (tiga) Kartu Keluarga; dan

3. 2(dua) KTP-el.

pelayanan paket akta kematian (setelah pemakaman)
1. Akta Kematian;

2. Kartu Keluarga; dan

3. KTP-el.

pelayanan paket perubahan kartu keluarga dan kartu tanda
penduduk elektronik :

1. Kartu Keluarga; dan

2. KTP-el.

: BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 6

Prosedur Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ‘
Alur proses pendaftaran Paket Layanan Komplit (Paklay
Online Adminduk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu
tercantum dalam matrik pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BABV
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN

-Pasal 7 -

(1) Jangka waktu penyelesaian Dokumen Kependudukan secara
online “Paklay Komplit’ paling cepat 1 (satu) jam dan paling
lama 24 (dua puluh empat) jam setelah berkas permohonan
dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Semua sarana dan prasarana dalam penyelesaian dokumen
dalam kondisi lengkap dan berjalan normal.

~ BABVI
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 8

(1) Hari kerja dltetapkan selama 5 (lima) hari mula1 Hari Senin
sampai dengan Hari Jum’at.

(2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit
dengan pengaturan ditetapkan sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.00 - 15.45
WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 - 12.30 WIB;
b. Hari Jum’at jam 07.00 — 11.30 WIB (tanpa istirahat).

" BABVII
PEMBIAYAAN

Pasal 9
Biaya ‘penyelenggaraan Paket Layanan Komplit (PAKLAY ONLINE

ADMINDUK) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.



~ BABVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berxta Daerah
Kabupaten Karanganyar. -

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Maret 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

:; JULIYATMONO
 Diundangkan di Karanganyar ’
- pada tanggal 12 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd
SUTARNO |

' BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 23 »»

' Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUP,ATEN KARANGANYAR
n Hukum, Ul

‘X‘ VZU FIKAR HADIDH
'NIP 19 0311 }99903 1009




Ponsel Andorid

Unduh aplikasi
Paklay Komplit di App
store atau Playsotre

Melalui Website

pilih daftar baru

ketik .
paklaykomplit.disduk
capil karanganyarkab

goid

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2020 :

PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK) -

KABUPATEN KARANGANYAR

Pelaporan berhasil
diverifikasi dan akan
-mendapat
pemberitahuan
pengambilan melatui

pemohon akan tekan
mendapatkan kode "aktivasi akun”"
aktivasi melalui sms masukan NIK dan
gateway : kode aktivasi

- TENTANG
BAGAN ALUR PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK)
- KABUPATEN KARANGANYAR
masukan NIK dan masukan nomor
kode verifikasi awal ponsel tekan tombol
~ tekan "daftar” "kirim kode verifikasi”
. Pilih layanan
- unggah semua file dokumen
data dukung sesuai kependudukan yang
dokumen yang dikehendaki lalu
diminta tekan tekan tombol
*upload” "pengajuan” dan
tombol "ok"

SMS gateway -

Untuk pendaftaran klik "pelapor” lalu
pilih "ganti kode
dokumen altivasi® d
kependudukan klik vasi dan
"HOME" memasukan kode
aktivasi baru
BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO



